
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020 

Menimbang: 

Mengingat: 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan clan
Belanja Oaerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar
unit organisasi, antara kegiatan clan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya hams digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran 2020, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Oarurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Ta.bun 1956 Nomor 65, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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5. Undong-Undong Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Pcrcnconoan Pembongunan NasionaJ (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I 04, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
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12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
D<;1erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



·.t>.. l\•rnt11r1111 l'1•1111•1·l11t 11h N,1111111· ' . .l. '1'11h1111 :.l020 trntnnR 
l't•l11I ru1rn1,rn 1'1,1ttr11111 l't•11111llh1111 1,:1 111101111 N1rnlo1111I 0111nm 
l�11t1ttk11 Ml•111l11IH111tt l\l'l1l111k1111 l\t'1t 11n�1111 Nt'f.t11r,1 untuk
l'C-1\ll\\tl,1.\I\II\\ l',1111!c-111I ,11n11,1 \irw: ni.--J-'0Scl ·.H)l () (Co11icl-l9)
d1111/111,111 Mr11tth111l11pl t\1w 1111111n y1111tt M1·111bnhny11k11n
Pc1't'kn11011ll1111 N11r1hl1111l d1111/t1tt111 �111hllit11s �istc·m l,c-11nnR11n
�H·rt,1 l\--11.ydt111u111111 l�k1H111111i N11slni111I (l.t'1nh11rnn Nc�nrn
l{cpul>llk l11d1111c-sl,1 '1'11111111 'J()Q() NomM \� \, Tnmbnhnn
l.tmlmr,111 N1•tt11r11 l�c-p11hllk l11cl1111t'sl11 Nomor 6;) H) scbng11imnnn
td11h tlh1h11h tk11tt1111 r't-mt11nm Prml'rint11h Nomor 43
11',1h1111 :.10�ll) tt'nt11111,t l't-r11b11h1111 t\tns l't'rnt11rnn Pemerintnh
N11mnr :.t\ 'l'11h1111 :.10:.H) tt'IIIIIIIH Pdnksnnnnn PrnRmm Pcm111ihnn
1,:ko11n111I N11slnn11l Dt1l11m l�nn>,tkll Mrnd11k11n� Kebijnknn
Kcrn111tt:111 Nrttnrn unt11k l't:111m�n1111n l'oridt'mi omrao Vims
l)i��c•o�11 '..!() I') (Co1Jitl- ttl) dn11/11tm1 Mc'IIRhnd11pi Ancnmnn ?'�ng
Mc:111b11h1w11k1 111 Pc-1�•k11nomlnn Nnsinnnl cinn/ntn11 Stnb,htns
Sistc111 Kcu1111�11n s1•rtn l-:).c:nyt'lnmntnn Ekonomi Nns.ional 
(Lc111b11rn11 Nq.�nm l'kp11blik lndnncsin Tnhun 2020 Nomor 186, 
'l'uml>11h1111 l.cmlmmn NcRtH'1\ Rrp11blik lmloncsin Nomor 6542); 

?.�). \>crnl\11:nn Prcsidcn Nomor S7 1nhun 2014 tentnng Pemtumn 
Pcl11ks1111:1 UndnnR-UndnnA Nomor 12 1'nhun 2011 tentnng 
Pc111\)C'nt11k11n I crnt11nm Pcnmdt1nR-Undnngnn (Leml>Rran 
Nc�11n, Rcpublik lndoncsin '\'nh11n 20 \4 Nomor 199); 

24. P •rtihtn\l\ Pt-csid ·n Nomor 16 Tnh1111 2018 t-cntnng PcngndaRn
811mn�/,l 11�:1 l'cmcrintnh (Lembnrnn Ne�m, Republik Indonesia
T11hu11 :.20 \8 Nomor 33);

25. Pcrnturnn Mcntcri Dnlnm Ncg'Cri Nomor 13 1'ulmn 2006 tentang
Pcdomnn Pcn�dolnnn KcunnRnn Docrnh, sebflgnimRnn telah
diubnh tcrnkhir d -n�nn Pcrntumn Mcnteri DRIRm Negeri
Nomor 21 Tnhun 20 I l tcntnn� Pcrubnhnn Kedua AtRs Peraturan
Mcnl'cri Dnlnm NcRcri Nomor 13 Tnhun 2006 tentnng Pedoman
P •ngclolnnn Kcunngnn Dncrnh (Beritn Ncgom Republik Indonesia
T11h11n 20 l \ Nomor 310);

26. Pcrnturnn Mcntcri Dnlnm Negeri Nomor 32 1'ahun 2011 tentnng
Pcdomun Pcmbt:rinn Hibnh dnn Brmtunn Sosinl yang Bersumber
duri An�mrnn Pcndnpntnn <lnn Bdnnjn Dncrnh (Berita Negara
Rep11blik lndoncsin Tnh11n 20 1 l Nomor 450) sebngaimnnR telah
diubnh bcb<!mpn knli, tcrnkhir dengnn Pemturan Menteri
Dolnm Ncgeri Nomor 99 Tnhun 2019 tentnng Perubahnn Kelima
Atos Pcrnturnn Mcntcri Dnlnm Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tcntung Pcdoman Pemberinn Hibnh dnn Bantunn Sosial yang
Bcrsumbcr Dnri Anggnmn Pendapntan dan Belanja Daerah
(Bcritu Ncgnm Republik lndonesin Tnhun 2019 Nomor 1560);

27. Pcrnturon Menteri Dalam Negcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentuknn Produk Huknm Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tohun 2015 Nomor 2036) sebagnimana telah diubah
dcnRun Pcn1tumn Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tohun 2018
tcntnng Pcrubnhan Atns Peratumn Menteri Dnlrun Negeri
Nomor 80 Tnhun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Docroh (Bcritn Negnm Republik Indonesia Tahun 2019
Nornor 157);

28. Pcroturnn Menteri Dnlnm Ncgeri Nomor 19 Tnhun 2016 tentang
Pcdomnn Pengelolncm Barang Milik Oaerah (Berita Negara
Rcpublik lndonesin 1'nhun 2016 Nomor 547);



Menetapkan: 

, . . ' . 

29. l'c1 111ur,111 Mr11ll·d 1>11111111 N1·r,1:rl No111,,r :l'I '1'11111111 '/,f>l 1 1 1,,,1111111�
1'1·<101111111 Pc11 yu 1111111111 A 111�11,111 1111 I '1 111111I>"11111 ,1,, 11 fl,.I1111 11 

D111;rnh T1d1u11 /\11v,11,11r1111 '.J.0'.1.0 (ll1•rl111 rl,•11,11111 H•·111ll,llk l11d11111·1:1l11
T11hu11 20 l 1J No111or I 1J!j2);

30. Pcrnturnn D11crnh l'rovl11 ,I f<11ll1111111l1111 fl,:11111111 r1,,,,.,,, I::
Tuhun 2007 ten tun� J'okok-l'olwk l'e11v.t:1,,l111111 K1·11111w,1111 I ,,,,.,,,1,
(Lcmburun Dncroh Prnvlnul lfoll1111111l1111 '.{,;l1111111 '1'11111111 '/.()()'/
Nomor 13);

31. Pcroturon Ducroh f'ruvi11!1l K11li11111nlH11 !ld11lm1 rlurr11,r I :1
Tahun 20 J 9 ten tung /\n�nn111 J1c11d11p11l1111 d11n llrl11r1j11 1 >11,;r11h
Provinsi K,1limantan Sclut11n T11liu11 Anv.v.11r11n 1.01.0 (f.r.111l,11r1111
Dacrnh Provinai Kulimonts1n !,;cl11tun T11hu11 :w 1 1) N11rr1or I :1);

Dcngan Pcrsctujuun Bcrn11rn:i 

DEWAN PERWAKIL/\N RAKYAT D/\f::R/\11 

PROVJNSf KALIMANTAN SEL/\T/\N 

dun 

GUBERNUR KALIMANTAN SEl,.,/\T/\N 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN D/\ERAH TENT ANG fl�RU0/\II/\N /\NOO/\fUN 
PENDAPATAN DAN BELANJ/\ DAEl�/\H PROVIN8I K/\LIM/\NT/\N 
SELATAN TAHUN ANGG/\RAN 2020. 

Pasal I 

Perubahan Anggaran Pcndapatan dan Bclanju Docroh Provirn1i Kulimunlun 8cl11Um 
Tahun Anggaran 2020 dengan Pcndapatan berjumlah Rp6.68 I. I 76.8I6.HJIJ,UO dun 
Belanja berjumlah Rp7.072.219.770.895,00 Hchingg11 mcnjntli Dcfi 1il Bchcuur 
(Rp39 l.04 2. 954 .061,00) dcngan rincian scbagoi berikut: 

l. Pcndaputan:

a. Semula Rp7.230.905.J64.000,00 

b. Berkurang Rp 549.728.347. I66,00 

Jumlah Pendopaton sctelah Perubahan Rp6.681. 176,816,834.00 
2. Bclonja:

a. Scmula

b. Berkurang

Rp7.580.905.164.000,00 

Rp 508.685.393. J 05,00 

Jumlah Belanja setclah Perubahan 

Surplus/(Defisit) setelaJ1 Perubahan 

3. Pembiayaan:

a. Penerimaon

I) Semula

2) Bert.ambah

Rp350.000.000.000,00 

Rp 4 J ,042,954 ,061.00 
Jumlah Penerimaan sctelah Perubahon 

Rp7.072,2l9.770,895.00 

(Rp391.042.CJ54.061,00) 

Bo39 I ,042,954,06.J .00 



b. Pengcluaran:

1) Scrnula

2) Bcrtambah

Rp 

Rp 

• 6 •

0,00 

0,00 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp0,00 

JumJah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp39 J .042.954.0f°> 1,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00 

PasaJ 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam PasaJ l terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah:

1) Semula Rp 3.824.033.840.000,00 

2) Berkurang Rp 708.359.736.308,00 

Jumlah pendapatan asli daerah 
setelah perubahan 

Rp3. l 15.674.103 .692,00 

b. Pendapatan Transfer:

1) Semula Rp 3.323.474.224.000,00 

2) Bertarnbah Rp 143.334.285.442,00 

Jumlah pendapatan transfer 

setelah perubahan 

Rp3.466.808.509.442,00 

c. Lain-lain Pendapata.n Daerah yang Sah:

1) SemuJa Rp 83.397.100.000,00 

2) Bertambab Rp 15.297.103.700.00 

Jumlah lain-lain pendapata.n daerah yang Rp98.694.203. 700,00 

Sah setelah perubaban 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah:

1) Semula Rp3.113.500.000.000,00 

2) Berkurang Rp 588.142.800.000,00 

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp2.525.357.200.000,00 

b. Retribusi Daerah:

1) SemuJa 

2) Berkurang 

Rp37 .081.073.000,00 

Rp 10.196.440.500.00 

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp26.884.632.500,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:

1) Scmula RpSl .600.000.000,00 

2) Berkurang RplS.821.315.000,00 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp35.778.685.000,00 

yang dipisahkan setelah perubahan 
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d. Lain-loin Penduputan Asli Daerah yang Sah:

1) Semuln Rp 62 l.852.767.000,00 

2) Berkurong Rp 94.199.180.808,00 

Jumluh loin-Jajn pendapatan asli daerah Rp527.653.586. l 92,00 

ynng soh setelah perubahan 

(3) Pcndapatan Transfer sebagrumana dimak:sud pada ayat (1) huruf b yakni:

Pendapatan transfer pemerintah pusat:

1) Semula Rp3.323.474.224.000,00 

2) Bertambah Rp 143.334.285.442.00 

Jumlah transfer pusat setelah perubahan Rp3.466.808.509.442,00 

(4) Lain-lrun Pendapatan Daerah Yang Sah sebagrumana dimak:sud pada ayat (1)
huruf c, terdiri dari jerus pendapatan:

a. Hibah:

1) Semula 

2) Bertambah 

Rp83.397.100.000,00 

RplS.297.103.700,00 

Jumlah hibah setelah perubahan Rp98.694.203. 700,00 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagrumana rumak:sud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung:

1) Sernula Rp 3.979.214.851.298,00 

2) Bertambah Rp 254.559.332.598.00 

Jumlah belanja tidak: langsung Rp4.233.774.183.896,00 

setelah perubahan 

b. Belanja Langsung:

1) Semula Rp3.601.690.312.702,00 

2) Berkurang Rp 763.244.725.703,00 

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp2.838.445.586.999,00 

Pasal 4 

( 1) Pembiayaan Daerah sebagrumana dimak:sud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerirnaan:

1) Semula 

2) Bertam bah 

Rp350.000.000.000,00 

Rp 41.042.954.061.00 

Jumlah penerimaan setelah perubahan 

b. Pengeluaran:

1) Semula Rp 

2) Bertarnbah Rp 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan 

00,00 

00.00 

Rp391.042.954.061,00 

Rp00,00 



- 8 -

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
Pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA):

1) Semula Rp200.000.000.000,00 

2) Bertambah Rp 41 .042.954.061,00 

Jumlah SiLPA tahun anggaran 

sebelumnya setelah perubahan 

PasaJ 5 

Rp24 l .042.954.06 l ,OO 

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum 
da1am La.mpiran yang merupakan bagian tidal< terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini, terdiri dari: 

a. 

b. 

C. 

d. 

Lampiran I 

Lampiran 11 

Lampiran m

Lampiran IV 

Ringkasan Perubahan APBD; 

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 

R.incian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

RekapituJasi Perubahan Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan 
Kegiatan; 

e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 

f. Lampiran VI

g. Lam piran VII

h. Larnpiran VIII

J. Larnpiran IX

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Fungsi daJam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Daftar Perubahan Jurnlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah 
Ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam 
tahun anggaran ini; dan 

j. Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal 6 

( 1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dengan pemberitahuan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan:

a. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;

b. pergeseran anggaran belanja antar program, antar kegiatan, dan/atau
antarjenis dalam satu SKPD dan/ atau an tar SKPD; dan

c. penghematan belanja daerah dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan
tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus
tercapai.



- 9 -

(2) Keadaan darnrat sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu sebagai bcrikut:

a. penurunan pertUmbuhan ekonomj ru bawah asumsi dan deviasi asumsi
ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan dacrnh
dan/atau meningkatnya belanja dacrah sccara signiftkan;

b. bencana aJam, bcncana sosiaJ, dun/atau yang bcrdampak sosial apabiJa
bclanja yang tersedia tidak mencukupi dan/atau belum terscdia
anggarannya;

c. pcrubahan Nomek.latur perangkat daerah;

d. keperluan mendcsak lainnya yang apabila ditundo akan mcnimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pcmcrintah daeraJ1 dan ma�yarakat
dan/atau rnenambah pengeluaran biaya bagi pcmcrintah dacrah scpcrti:

1) program dan kegiatan yang mcnipakan arahan dari pusat;

2) pelayanan tnmu pimpinnn ynng belum tcranggarkan dan arau yang
tidak mencukupi onggornnnyo;

3) kegiatan koordinasi ynng bclum dianggarkan namun bersifat stratcgis
dan atau mendodok.

(3) Pemcrintah Dacrnh mcnyompajka_n longkah-langkah kcbijakan sebagaimana
dimaksud pada aynt (I) dulom Loporon Keuang an Pemcrintah Daerah.

Pasal 7 

Kctentuan lcbih lanjut mengcnai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Sclatan Tahun Anggaran 2020 diatur dcngan 
Peraturan Gubemur. 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaJ ruundangkan. 

Agar setiap orang mengctahuinya, mcmcrintahkan pengundangan Pcraturan Daerah 
iru dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Provinsi KaJimantan Selatan. 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 12 Oktober 2020 

Ditctapkan di Banjarmasin 
pada tanggal 12 Oktober 2020 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALJMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 4 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALJMANTAN SELATAN: (4-141/2020) 

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

RUDY RESNAWAN

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR


